KELOMPOK 1

PENATAAN, PERENCANAAN KEBIJAKAN DAN ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT

RINGKASAN ISSUE YANG DIBAHAS  

1. PROSES / PROSEDUR

a. MEETING INI BERLANJUT ( PUBLIC HEARING

b. INPUT UNTUK PERATURAN PEMERINTAH

c. BADAN FREKUENSI NASIONAL

d. KOMUNITAS FREKUENSI NASIONAL

e. TERCANTUM DALAM BLUE PRINT

f. REFORMASI, CHECK & BALANCE / CHECK & RECHECK

2. TEKNOLOGI BARU

a. PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO ( EFISIENSI

b. MEMURAHKAN LAYANAN, LEBIH AMAN

c. MARKET DAN EKONOMI

d. COST OF REPOSITIONING FREQUENCY

e. SUDUT PANDANG APLIKASI PERLU DITEKANKAN

3. MANAJEMEN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

a. BELAJAR DARI NEGARA LAIN

b. SUPPORT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

c. SOSIALISASI BADAN FREKUENSI

d. SELEKSI & KRITERIA ATAS PENGGUNA BARU 

e. ORBIT SATELIT ADA DI UNDANG-UNDANG UNTUK DIPERJELAS PADA PERATURAN PEMERINTAH

f. MANAJEMEN FREKUENSI TETAP TERPUSAT WALAUPUN DAPAT DIDELEGASIKAN

USULAN / MASUKAN DARI KELOMPOK 1 UNTUK PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH:

1. PENGATURAN FREKUENSI UNTUK PENERBANGAN (GNSS) SUPAYA DIPERTAHANKAN SECARA EKSLUSIF DAN JANGAN SAMPAI DIJADIKAN SEBAGAI FREKUENSI GENERIK YANG BISA DIALOKASIKAN KEPADA DINAS LAIN. UNTUK ITU ISSU INI AKAN DITERUSKAN KEPADA KELOMPOK II, DIPERTIMBANGKAN HASIL AKHIR STUDI GROUP ITU-R.  

2. MASALAH RE-PLANNING DAN RE-POSITIONING (RE-ALOKASI) PERLU DI MUAT DALAM PERATURAN PEMERINTAH KARENA BERDASARKAN PENGALAMAN YANG ADA BANYAK MASALAH DI LAPANGAN. PERLU DISINGGUNG PULA TENTANG MASA TRANSISI RE-POSITIONING YANG DIPERLUKAN.  

3. KERJASAMA / KOORDINASI ANTISIPASI DALAM PENANGANAN TEKNOLOGI BARU (IMT-2000, MSS, dll).

4. ALOKASI FREKUENSI KHUSUS UNTUK KEPENTINGAN NASIONAL DALAM R&D.

5. PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN DALAM PENETAPAN ALOKASI FREKUENSI SUPAYA LEBIH MENITIKBERATKAN PADA APLIKASI DAN EKONOMIS FREKUENSINYA.

6. SEBAIKNYA JANGAN APRIORI DENGAN TEKNOLOGI BARU, NAMUN DEMIKIAN APLIKASI DARI TEKNOLOGI BARU HARUS SEBESAR-BESAR UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT. 

7. JANGAN MEREPOSISI PERALATAN EKSISTING, KARENA KITA HARUS INVESTASI BARU DENGAN TEKNOLOGI LAMA.   KARENA MASIH BANYAK RAKYAT DI PEDESAAN YANG MEMBUTUHKAN TEKNOLOGI YANG LEBIH NYATA DIBANDING DARI GEBYAR TEKNOLOGI IMT-2000.

8. REGULASI SPEKTRUM FREKUENSI SEBAIKNYA TETAP TERPUSAT, TETAPI UANG YANG DIHASILKAN DISERAHKAN KE DAERAH DEMI OTONOMI DAERAH.

9. BANYAK PENGGUNA NON-KOMERSIALTETAPI MENYELENGGARA-KAN KOMERSIAL, BAGAIMANA MENGATURNYA.  PERLU KRITERIA YANG JELAS TENTANG KOMERSIAL DAN NON-KOMERSIAL TERMASUK UNTUK PENGGUNAAN TNI & POLRI

10. PEMERIKSAAN (INSPEKSI) IZIN DAN PENGUKURAN PERALATAN SECARA BERKALA SERTA PENENTUAN JANGKA WAKTU (BATAS WAKTU PENGGUNAAN FREKUENSI) SUPAYA DIATUR.  USULAN INI AKAN DILIMPAHKAN KE KELOMPOK III.

11. SLOT ORBIT SATELIT SUPAYA TIDAK DIKENAKAN BEAYA HAK PENGGUNAAN (BHP). 
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